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BAB 111
KONFLIK SOSIAL ANTARA PERHUTANI DENGAN MASYARAKAT
DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA HUTAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian
1. Perhutani

Perhutani (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) adalah sebuah
perusahaan BUMN yang diberi kekuasaan untuk mengelolah hutan
negara bersama dengan masyarakat supaya dapat digunakan untuk
kepentingan bersama.*’

Dalam setiap kabupaten terdapat kantor Perhutani yang
merupakan bawahan dari Perhutani pusat unit II yang merupakan
Perhutani di Propinsi Jatim. Kantor Perhutani Nganjuk terletak di
sekitar area alun-alun Kabupaten Nganjuk tepatnya di Jalan Merdeka
No.6. Dalam Perhutani Nganjuk terdapat 273 personel yang memiliki
tugas masing-masing seperti Administratur, Waka Administratur,
Hubungan Kemasyarakatan (HUMAS), Polisi Hutan Mobil, Kepala
Tata Usaha, Kaur Keuangan, Kaur SDM, Kaur Umum, Kaur
Perencanaan dan tanam, kaur produksi, Kaur lingkungan, Kaur PHBM
(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Sedangkan Perhutani
Kabupaten Nganjuk membawahi beberapa KPH di masing-masing

kecamatan, diantaranya adalah KPH Berbek, KPH Bagor, KPH Tritik,

KPH Tanaman, KPH Wengkal. Dan masing-masing KPH tersebut

* Perhutani: Pengelolahan Hutan Bersama Masyarakat(PHBM), (www.Cifor.Cgiar.org,
diakses 20 Januari 2012)



61

membawahi beberapa desa. Dan di masing-masing desa tersebut
terdapat beberapa pos-pos jaga polisi hutan yang terletak di tengah-
tengah hutan dan menyebar di beberapa titik lokasi. Beberapa gambar
dalam penyajian data ini adalah hasil foto yang diambil oleh peneliti

selama proses penelitian.

~ AT

Gambar 1. Perhutani  H Gambar 2. Perhutani :
Kabupaten Nganjuk Kecamatan Bagor

Pengelolaan hutan sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum
Perhutani ada. Misalnya, pemerintah daerah telah melakukan tuntutan
perubahan lingkungan sosial masyarakat dengan pendekatan
kesejahtefaan yang ditandai dengan dimulainya reboisasi dengan
sistem tumpang sari. Kemudian Perhutani sendiri baru mulai
melakukan kegiatan tersebut sejak 1974 yang dimulai dengan program
MALU (Mantri — Lurah), yaitu pengelolaan hutan yang dikepalai oleh
seorang mantri yang bekerja sama dengan lurah atau kepala desanya
yang pada tahun 1982 dikembangkan menjadi Program pembangunan
masyarakat Desa Hutan (PMDH), dan 1986 ditingkatkan menjadi
Perhutanan sosial (PS), dan kemudian menjadi PHBM(Pengelolaan

Hutan Bersama Masyarakat) tahun 2001 hingga sekarang.*’

4 Perum Perhutani Unit II Jatim. Jakarta. 20011
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Pengelolahan hutan, khususnya di Pulau Jawa telah dimulai 13
abad yang lalu, Berupa Timber Extraction (Penambangan kayu) untuk
keperluan membuat rumah, pagar dan memasak. Periode ini
berlangsung hingga kedatangan VOC pada awal abad 17 dan berakhir
ketika VOC dibubarkan tahun 1796. Selanjutnya pengelolahan hutan
di Jawa diambil alih oleh kerajaan Belanda. Pada masa Gubernur
Belanda Herman Williem Daendels, awal tahun 1800-an dibangun
hutan tanaman, khususnya jati. Pada tahun 1865 Daendels
mengeluarkan undang-undang kehutanan untuk Jawa dan Madura, dan
pada tahun 1892 ia membentuk organisasi Teritorial kehutanan. Selain
itu, masa pengelolahan hutan Jawa oleh Daendelspun surut.

Tahun 1942 — 1945, di masa kolonial Jepang pengelolahan
hutan Jawa mengalami kemunduran. Baru setelah merdeka,
Pemerintah Indonesia kemudian mengambil alih pengelolahan hutan
Jawa dari perusahaan kolonial Belanda, Bosch Wezen. Pada tahun
1972 kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1972
tentang pendirian Perum Perhutani, sebagai Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dengan wilayah kerjanya adalah kawasan hutan
negara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1978
wilayah kerjanya diperluas mencakup kawasan hutan negara Provinsi

Jawa Barat dan Banten berdasarkan PP. Nomor 2 tahun 1978. *

* Perum Perhutani. Jakarta. 2006. hal 12 - 13
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Beberapa Prinsip Dasar Pengelolahan Hutan yang diambil dari
buku pedoman Perusahaan Hutan Negara Indonesia yang bekaitan
dengan tema penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Pengelolahan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Adalah suatu sistem pengelolahan sumber daya hutan yang
dilakukan oleh Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan
serta pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga
kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan
manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan
proporsional.

b. Good Corporategovenance (GCG)

Seluruh aktivitas perusahaan harus memenuhi asas
transparansi, akuntabilitas, fairness, kemandirian, kewajaran serta
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. Pengelolahan Hutan Lestari (PHL)

PHL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
pembangunan berkesinambungan untuk memenuhi hajat hidup
manusia saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi
berikutnya. PHL merupakan komitmen Perhutani dalam
membangun hutan secara lestari yang bertujuan mengoptimalkan
fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara berkelanjutan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



64

Selain pﬁnsip-prinsip dasar ini, dijelaskan pula aktivitas
Perusahaan Hutan Negara Indonesia yang berkaitan dengan tema
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan hutan
Terdiri dari rencana umum perusahaan (RUP), rencana
pengaturan kelestarian hutan (RPKH), rencana lima tahun
perusahaan (RLTP), rencana kerja tahunan perusahaan (RKTP),
rencana teknik tahunan (RTT).
b. Reboisasi dan rehabilitasi hutan
Reboisasi dilakukan di lokasi bekas tebangan maupun
kawasan tidak produktif. Pelaksanaan reboissasi melibatkan
partisipasi aktif dari masyarakat melalui PHBM baik dengan
tanaman tumpang sari atau banjarharian.
c. Pemeliharaan hutan
Tujuannya adalah untuk mendapatkan tegakan yang
berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi pada akhir daur.
d. Perlindungan hutan
Merupakan upaya untuk mencegah kerusakan kawasan
hutan dan hasil hutan dari gangguan keamanan seperti pencurian
pohon, okupasi lahan, penggembalaan liar, kebakaran hutan dan
bencana alam. Dalam upaya perlindungan hutan ini Perhutani
bekerja sama dengan masyarakat desa hutan melalui PHBM,

POLRI dan aparat keamanan lainnya.
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€. Pemungutan hasil hutan
Pemungutan hasil hutan kayu meliputi kegiatan teresan,
penebangan, pembagian batang, pengangkutan dan penumpukan di
TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) yang meliputi jenis kayu jati,
pinus, mahoni, damar, mangium, sengon dan rimba lainnya.
Sedangkan pemungutan hasil non kayu meliputi getah pinus, getah

damar, minyak kayu putih, madu, seedlak, murbei, kopi dan

minyak atsiri.

Gambar 4. Kayu-kayu yang
akan di ekspor

Gambar 3. TPK (Tempat
Penimbunan Kayu)Bagor s

f. Pemasaran hasil hutan
Sasaran produk perum perhutani untuk pasar dalam negeri
umumnya berupa kayu bulat, untuk pasar luar negeri berupa kayu
gergajian dan produk jadi berupa gondorukem dan terpentin.
Mekanisme pemasaran berupa kontrak, penjualan langsung dan
lelang.
g. Pengelolahan hutan bersama masyarakat (PHBM)
PHBM  merupakan sistem pengelolahan hutan yang

berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan pelestarian
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hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagi
lahan dan non lahan. Sehingga masayarakat membentuk Lembaga
masyarakat Desa Hutan dalam melaksanakan kerja sama
pengelolahan hutan atau dikenal dengan istilah Desa Pangkuan.
Jika dilihat dari prinsip-prinsip dan aktivitas-aktivitas Perhutani ini,
sebenarnya tidak akan terjadi konflik dengan masyarakat jika
Perhutani benar-benar menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Maka
menjadi pertanyaan, bagaimana bisa terjadi konflik antara
Perhutani dengan masyarakat dan faktor-faktor apa yang
menyebabkan konflik tersebut
Paragraf berikut ini menjelaskan tentang visi dan misi
Perhutani, yaitu:
a. Visi : Menjadi pengelola hutan lestari untuk
sebesar — besarnya kemakmuran rakyat
b. Misi
1) Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan
hutan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya
dukung daerah aliran sungai (DAS) serta meningkatkan
manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa
lingkungan, agroforestry serta potensi usaha berbasis
kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk

menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan
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2) Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi
serta sumberdaya manusia  perusahaan yang modem,
profesional serta memberdayakan masyarakat desa hutan
melalui pengembangan lembaga perekonomian kopersai
masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
3) Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan
wilayah secara regional dan nasional serta memberikan
kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah
lingkungan regional, nasional dan internasional.*
Jelas sekali dari visi dan misi Perhutani ini tidak akan terjadi
konflik dengan masyarakat, jika aturan-aturan yang dibuat
dilaksanakan dengan baik. Maka menjadi pertanyaan, bagaimana
bisa terjadi konflik antara Perhutani dengan masyarakat dan faktor-
faktor apa yang menyebabkan konflik tersebut
2. Kondisi Geografis Desa Ngumpul

a. Letak dan Batas Wilayah

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ngumpul

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Desa ini terletak 20 km

dari kantor Kecamatan Bagor. Sepanjang jalan masuk menuju

desa ini diapit oleh persawahan yang sangat hijau dan subur.

Desa ini merupakan desa yang terletak di dekat hutan, sehingga

s Pengelolahan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Surabaya: Biro Kelola
Sumberdaya hutan Perum Perhutani Unit I1 Jatim, 2011
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mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan mencari

kayu di hutan.

Gambar 5. Pintu Masuk Desa
Ngumpul

Desa Ngumpul

Batas wilayah Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten
Nganjuk adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang
Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balong Rejo,
sebelah barat berbatasan dengan hutan dan sebelah timur
berbatasan dengan Desa Selorejo Buduran.

Luas daerah Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

adalah 1109,45 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Pemukiman umum :56 Ha
Sawah : 199,900 Ha
Ladang/ tegalan : 57,435 Ha
Hutan : 787 Ha
Gedung perkantoran :0,15 Ha
Gedung sekolah :0,51 Ha

Jalan : 7,430 Ha
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Lapangan bola volly dan basket : 0.025 Ha

Kuburan 11,00 Ha

b. Sejarah Desa Ngumpul

C.

Pada jaman dahulu sebenarnya Desa Ngumpul ini berasal
dari dua dusun yang bemama Dusun Melangbong dan Dusun
Ngumpul. Kemudian terjadi perang besar-besaran antara kedua. Ini
terjadi pada tahun 1800-1900an. Konon yang memenangkan
peperangan tersebut adalah Dusun Ngumpul, sehingga dinamakan
Desa Ngumpul yang menjadi kerajan (pusat pemerintahan).

Hal yang sama pun juga terjadi ketika diadakan pemilihan
kepala desa. Pada periode pertama yang memenangkan pemilihan
tersebut adalah kepala desa yang berasal dari dusun Ngumpul.
Namun ketika melaksanakan tugasnya, kepala desa tersebut jatuh
miskin dan tidak bisa mempertahankan jabatannya sebagai kepala
desa dan akhirnya kepala desa tersebut melarikan diri dan
meninggalkan Desa Ngumpul. Setelah itu, periode kedua
dimenangkan cleh kepala desa yang berasal dari Dusun
Melangbong, kemudian ganti periode lagi dimennagkan oleh
Dusun Bulung, kemudian Melangbong lagi dan sampai pada
akhimnya jabatan kepala desa dimenangkan oleh kepala desa yang
berasal dari Dusun Ngumpul lagi dan itu bertahan sampai
sekarang.

Pemerintahan Desa Ngumpul
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Di Desa Ngumpul terdapat delapan dusun yaitu Dusun
Gondang, Dusun Gagan, Dusun Melangbong, Dusun Santren,
Dusun Bulung, Dusun Kebun Timun, Dusun Kedung Kajat dan
Dusun Ngumpul sebagai kerajan atau pusat pemerintahannya.
Dusun-dusun ini terbagi ke dalam 14 RW.

Adapun susunan pamong desa terdiri dari satu orang kepala
desa, satu orang sekertariat desa, empat orang kepala urusan dan

empat orang kepala dusun.

Gambar 7. Kantor Kelurahan Desa Ngumpul

d. Keadaan Demografi
1) Jumlah dan Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan
Usia
Dari data monografi yang diperoleh dari Desa Ngumpul,
desa ini mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.706 jiwa
dengan rincian 2.298 orang laki-laki dan 2.408 orang
perempuan
Jumlah penduduk Desa Ngumpul saat penelitian ini

dilakukan sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan
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dengan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu jumlah penduduk
desa ini sekitar 4.722 jiwa, dan sekarang menjadi 4.706 jiwa.
Penurunan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh angka
kematian lebih besar dari angka kelahiran. Menurut data
kependudukan Desa Ngumpul, jumlah penduduk menurut
golongan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah penduduk Berdasarkan Usia

No. Jenis Usia Jumlah
1. 0 — 4 tahun 271 Orang
2. 5 -9 tahun 359 Orang
3. 10 — 14 tahun 308 Orang
4. 15— 19 tahun 271 Orang
5. 20 — 24 tahun 231 Orang
6. 25 - 29 tahun 301 Orang
7. 30 — 34 tahun 284 Orang
8. 35— 39 tahun ‘ 346 Orang
9. 40 — 44 tahun 278 Orang
10. 45 - 49 tahun 302 Orang
11. 50 — 54 tahun 283 Orang
12. 55 - 59 tahun 437 Orang
13. >60 tahun 1.035 Orang
Jumlah 4.7060rang

2) Keadaan Penduduk Menurut Agama

Mayoritas penduduk Desa Ngumpul adalah
beragama Islam. Desa ini terkenal sebagai desa yang santri
karena sebagian masyarakatnya yang merupakan alumni
pondok pesantren, dan nuansa islamnya sangat kental. Hal
tersebut ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan keagamaan
yang sering diadakan olch masyarakat. Hal tersebut juga
diperkuat dengan Kepala Desa Ngumpul yang juga

merupakan alumni pondok pesantren, sehingga beliau
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memberikan kebijakan kepada masyarakatnya untuk
mengadakan kegiatan keagamaan di Dssa Ngumpul ini,
seperti tahlilan, muslimatan, hadrah, manaqiban dan masih
banyak lagi. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti
kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut juga sangat tinggi,
sehingga kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut sampai
sekarang masing berlangsung. Ada juga warga yang
beragama lain di desa ini, namun jumlahnya hanya tiga
orang. Ketiganya beragama Kristen.
3) Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat Desa Ngumpul bekerja
sebagai petani. Sedangkan mencari kayu di hutan adalah
pekerjaan sampingan. Penduduk lainnya bekerja di sektor
perdagangan dan industri. Jumlah penduduk berdasarkan
mata pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Penduduk
Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No. Jenis Pekerjaan Jumlah
1. | Petani 1.701 orang
5 Pekerjaan di sektor | 1.285 orang
" | jasa/perdagangan

3. | Pesanggem 200 orang
4. | Pekerjaan di sektor industri 12 orang
5. | Lainnya 1.508 orang

Jumlah 4.706 orang

4) Distribusi Penduduk Menurut Pendidikan
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Terdapat empat sekolah dasar dan satu taman kanak-kanak

di Desa Ngumpul.

Gambar 8. Salah Satu sekolah Dasar
dan Taman Kanak-Kanak Desa

Tabel 4. Jumlah Penduduk
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. | Usia 10 tahun ke atas yang 74 orang
buta huruf
2. | Tidak tamat SD/ sederajat 391 orang
3. | Tamat SD/sederajat 770 orang
4. | Tamat SLTP/ sederajat 2.240 orang
5. | Tamat SLTA/sederajat 835 orang
6. | Tamat S-1 7 orang
7. | Tamat S-2 4 orang
8. | Tamat S-3 2 orang
9. | Lainnya 383 orang
Jumlah 4.706 orang

Selain pendidikan umum, juga terdapat sekolah
merupakan sekolah agama yaitu TPQ (Tempat Pendidikan
Al Qur’an) untuk anak-anak dan remaja di masing-masing
dusun, jumlahnya sebanyak delapan TPQ. Kegiatan belajar
mengajar di TPQ biasanya dilakukan masyarakat pada sore
hari. Pada malam hari tidak banyak kegiatan yang

dilakukan masyarakat karenai Desa ini menjadi gelap
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gulita. Jalan - jalan dan tempat umumpun minim

penerangan.

Gambar 9. Taman Pendidikan Al-
Quran Desa Ngumpul

5) Sarana Kesehatan Desa

Adanya sarana kesehatan sangat penting untuk
masyarakat Desa Ngumpul .Hal ini dikarenakan apabila ada
sarana kesehatan, maka masyarakat tidak perlu jauh — jauh
harus ke kota. Adapun sarana kesehatan yang ada di desa
ini aadalah satu puskesmas pembantu dan delapan
poliklinik desa yang terdapat di setiap dusun.

Sebenarnya sudah lama kepala desa mengajukan
permohonan bantuan kepada pemerintah Kabupaten
Nganjuk untuk pembangunan puskesmas sebagai sarana
kesehatan untuk masyarakat, bukan hanya puskesmas
pembantu. Namun, bantuan tersebut masih belum didapat
juga, sehingga pembangunan puskesmas pun belum bisa

direalisasikan.
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Gambar 10. Posyandu Desa Ngumpul

6) Sarana Ibadah
Karena mayoritas masyarakat di Desa Ngumpul
beragama Islam, maka sarana ibadah kyang terdapat di Desa
ini adalah masjid dan mushola. Masjid dan mushola ini
merupakan tempat yang digunakan masyarakat setempat
untuk melakukan ibadah seperti shalat berjama’ah dan
pengajian bersama. Di Desa Ngumpul ini terdapat
sedikitnya 8 masjid di masing — masing dusun dan terdapat
sekitar 22 mushola sebagai sarana peribadahan masyarakat
sekitar
7) Adat Istiadat
Ada satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat di
Desa Ngumpul ini, yaitu Nyadranan. Nyadranan adalah
upacara selametan yang bertujuan untuk bersih desa maupun

sebagai ungkapan rasa syukur terhadap hasil panen padi yang
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telah diperoleh. Nyadranan ini dilakukan pada malam jum’at,
dengan mengadakan tahlilan di rumah-rumah pamong desa.
Kemudian pagi harinya tahlilan diadakan di makam
Singmbaurekso. Semua masyarakat datang ke makam Sing
Mbaurekso dengan membawa ancak untuk didoakan kemudian
dibagikan kembali kepada masyarakat yang mengikuti acara
Nyadranan tersebut dan dimakan bersama-sama. Namun tidak
semua desa mengadakan Nyadranan ini.

Untuk dusun Gondang misalnya, mereka bukan
mengadakan Nyadranan tetapi mengadakan tayub dan kirim
do’a ke makam Mbah Plading setiap kamis pahing. Biasanya
apabila ada masyarakat yang sakit dan tidak sembuh-sembuh,
jika dibawa ke makam ini, setelah berdo’a di makam tersebut
penyakit orang yang sakit itu akan langsung sembuh.

Untuk Dusun Ngumpul , biasanya Nyadranan tiap jum’at
pahing diadakan di Sumberan yaitu tempat terdapatnya mata
air yang memancar sendiri tiada henti. Untuk Dusun Kebun
Timun, Nyadranan diadakan di Sumber murni.

Sedangkan untuk Dusun Kedung Kajat, Nyadranan
diadakan di sebuah sendang dimana sendang tersebut pada
jaman dahulu adalah bekas sebuah pondok pesantren yang

dikeramatkan. Selain tempat — tempat keramat yang sudah
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disebutkan diatas tadi masih ada lagi tempat lain yang

dikeramatkan yaitu Kepuh salak dan Watu Gede.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian bertemakan konflik sosial antara Perusahaan
hutan negara Indonesia dengan masyarakat dalam pemanfaatan
sumberdaya hutan di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten
Nganjuk ini, peneliti mewawancarai dua belas informan yang terdiri dari
staf Perhutani baik di tingkat pusat meupun tingkat kecamatan, kepala
Desa Ngumpul yang sekaligus menjadi ketua LMDH (Lembaga
Masyarakat Desa Hutan), masyarakat yang pekerjaannya sehari-hari
mencari kayu di hutan dan masyarakat yang netral yaitu bukan dari pihak
Perhutani maupun dari masyarakat yang pekerjaan sehari-harinya mencari
kayu di hutan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini kepada informan-

informan tersebut

v b
Gambar 11. Contoh Beberapa Informan

Awalnya, peneliti mewawancarai staf Perhutani. Kemudian peneliti
mengembangkan jawaban yang diberikan oleh informan tersebut, dengan

menanyakan kepada masyarakat yang pekerjaannya mencari kayu di hutan.
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Dari jawaban masyarakat tersebut dikembalikan lagi kepada staf Perhutani
yang lain dan begitu seterusnya sampai ditemukan titik terang yang dapat
menjawab dan memperjelas permasalahan dalam penelitian ini. tapi ketika
proses penelitian tersebut berlangsung, jawaban dari informan semakin
mengembangkan permasalahan yang ada. Namun, peneliti tetap
mengkerucutkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak
awal penelitian.

Selama proses penelitian, ada beberapa jawaban dari pihak
Perhutani yang bertentangan dengan jawaban dari masyarakat yang
pekerjaannya mencari kayu di hutan. Namun, peneliti tidak hanya

mengumpulkan data dari wawancara, melainkan juga dari observasi dan hasil

dokumentasi.

Gambar 13. Hasil =
Rencek Informan Gambar 14. Hasil
Informan Sedang di samping Rencek
Ngrencek

Hasil observasi yang didapatkan peneliti selama proses penelitian,
terkadang masyarakat ada yang mengambil kayu dengan ukuran besar, tapi
dalam keadaan sudah dipotong-potong. Ada pula masyarakat yang
mengambil kayu ukuran kecil. Namun, ketika peneliti bertemu kembali

dengan informan di lain waktu, informan tersebut membawa potongan kayu
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berukuran besar. Selain itu, selama proses penelitian, peneliti tidak melihat

adanya adu mulut, bentrokan bahkan adu fisik. Namun, yang terjadi adalah

pertentangan keinginan yang berbeda antara Perhutani dengan masyarakat.

Selain observasi, peneliti juga mendapatkan data dari dokumentasi

berupa surat perjanjian dalam pemanfaatan hutan antara ketua LMDH

(Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan Perhutani. Peneliti juga

mendapatkan data dokumentasi dari buku pedoman Perhutani dan undang-

undang mengenai aturan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan beserta

sanksi-sanksi bagi pelanggarnya.

1. Penyebab adanya konflik antara Perhutani dengan masyarakat di Desa

Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk

a.

Kurang adanya komunikasi sosial dengan masyarakat, sehingga
menyebabkan terjadinya kesalahpahaman Perhutani terhadap
masyarakat. 5

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yang
bernama Ponimin yang menyatakan bahwa pernah terjadi
kesalahpahaman polisi hutan. Suatu hari ada seorang pemuda yang
pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar di hutan. Ketika ia melihat
ada kayu sisa tebangan liar, ia langsung mengambil kayu tersebut
tanpa mengetahui apakah kayu tersebut hasil sisa tebangan perhutani

atau hasil sisa tebangan liar. Pemuda tersebut langsung ditangkap oleh

polisi hutan dan dibawa ke kantor polisi. Untungnya, kepala desa bisa
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memberikan keterangan kepada pihak polisi dan pemuda tersebut
dapat dibebaskan. *°

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan lain yaitu Kholik
yang mengatakan bahwa biasanya kalau ada sisa kayu hasil tebangan
liar di lokasi tebangan, tiba-tiba langsung mandor menuduh para
pencari kayu dengan keras. Tanpa bertanya dulu dengan baik-baik
apakah itu ulah mereka atau ulah orang lain.*’

Begitu juga yang dikatakan oleh Andi, sikap mandor penjaga
hutan ketika bertemu dengan masyarakat yang sedang mencari kayu
di hutan mungkin hanya mengingatkan saja kalau mengambil kayu
yang kecil — kecil saja yang sesuai dengan aturan Perhutani. Tapi
setiap mandorpun juga berbeda-beda sikapnya, ada yang
mengingatkannya dengan baik-baik, ada pula yang mengingatkannya
dengan keras dan semena-mena.

Pak Sumartejo juga berpendapat bahwa masalah antara
Perhutani dengan masyarakat juga bisa disebabkan oleh kesalah
pahaman Polhut apabila mengetahui ada masyarakat yang membawa
senjata tajam ketika masuk hutan. Atau melihat banyaknya sisa
tebangan liar yang ditinggalkan pelaku dan menuduh orang yang baru
datang ke hutan tersebut sebagai pelakunya. Padahal orang tersebut

tidak tahu apa — apa.*®

* Ponimin”wawancara” pada tanggal 17 April 2012
*7 Kholik"wawancara” pada tanggal 09 April 2012
% pak Sumartejo "wawancara” pada tanggal 14 April 2012



81

Namun semua pendapat informan di atas berbeda dengan yang
disampaikan oleh Pak Dani (Kepala Perhutani tingkat kecamatan)
yang menyatakan bahwa kalau masalah kesalahpahaman itu tidak ada,
karena sebenarnya masyarakat itu tahu mengenai kebijakan yang
sudah ditetapkan oleh Perhutani dalam pemanfaatan sumberdaya
hutan. Tapi ketika ditangkap atau kepergok mencuri, mereka berdalih
tidak mengetahui mengenai kebijakan tersebut. Apalagi jika peraturan
Perhutani benar-benar diterapkan, bisa — bisa orang yang masuk ke
hutan dengan membawa korek api saja sudah ditangkap. Tapi
Perhutani memberi keluangan, siapa tahu korek tersebut bukan untuk
membakar hutan tapi hanya untuk menyalakan rokok. Polhut juga
tidak langsung menangkap pelaku apabila ketahuan sedang membawa
kayu. Mungkin mereka diberi surat pernyataan terlebih dahulu. Baru
kalau ia melakukan itu lagi baru ditangkap. *°

Sedangkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama
proses penelitian, setiap satu bulan sekali pada tanggal 14 selalu
diadakan rapat antara Perhutani dengan masyarakat setempat yang
membahas mengenai pengelolaan sumberdaya hutan. Dari situ,dapat
digambarkan bahwa terdapat komunikasi sosial antara Perhutani
dengan masyarakat. Sehingga dari hasil observasi, dapat dikatakan
bahwa prinsip dasar Perhutani mengenai Pengelolaan hutan bersama

masyarakat (PHBM) telah terlaksana, yakni sistem pengelolaan

“ Pak Dani "wawancara” pada tanggal 16 April 2012
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sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Perhutani dengan masyarakat

sekitar hutan Desa Ngumpul.

Gambar 15. Pekerjaan Sehari-hari masyarakat
Desa Ngumpul di Sawah (lahan Perhutani)

Dalam rapat tersebut Perhutani mengeluarkan kebijakan
mengenai pengelolaan hutan seperti penanaman tanaman palawija di
sekitar tanaman jati, tanaman apa saja yang bisa ditanam di lahan
tersebut. Lalu kebijakan tersebut dibicarakan kepada masyarakat,
mungkin ada pendapat dan masukan dari masyarakat sehingga
terbentuklah kesepakatan kebijakan antara Perhutani dengan
masyarakat yang bergabung dalam organisasi LMDH.

b. Peraturan Perhutani yang semakin ketat dari waktu ke waktu Tanpa
Ada Komunikasi Dengan Masyarakat.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Andi yang menceritakan
bahwa dulu pernah ada konflik antara masyarakat dengan Perhutani
mengenai  pengelolahan  hutan, yaitu masyarakat dilarang
menggunakan pestisida dan traktor dalam mengerjakan tegalan atau
sawah mereka karena perhutani khawatir pestisida dan pembajakan

sawah dengan menggunakan traktor akan merusak tanaman jati milik
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Perhutani. Padahal tersebut dapat menyulitkan masyarakat, hal tersebut
bisa merugikan masyarakat karena proses pengerjaan menjadi lambat,
membutuhkan tenaga yang banyak dan hasil panen pun menurun.
Padahal dalam pengerjaan penanaman pohon jati, pihak Perhutani juga
membutuhkan bantuan masyarakat. Tapi masalah tersebut bisa
diselesaikan dalam rapat dengan Perhutani yang menghasilkan
keputusan bahwa diperbolehkan memakai traktor yang kecil dan boleh
memakai pestisida tapi dengan jarak 5 meter dari pohon jati yang
ditanam oleh Perhutani. Hal ini dilakukan oleh Perhutani untuk
mencapai salah satu prinsip dasarnya yaitu Pengelolaan hutan lestari
(PHL), di mana masyarakat bisa memanfaatkan sumberdaya hutan
namun tanpa mengabaikan kebutuhan generasi berikutnya.*®
Hal tersebut juga dinyatakan oleh Rio yang menyatakan bahwa

Aturan perhutani dari dulu sampai sekarang terlalu ketat mbak.

Padahal mayoritas di sini kerjanya mencari kayu di hutan. Kalau

Perhutani melarang mencari kayu, ya bisa-bisa keluarga saya gak

bisa makan. Tapi masyarakat di sini tidak berani protes kepada

Perhutani. Ya,,,semoga Perhutani mempunyai solusi lain yang juga

menguntungkan masyarakat. °'

Dari kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa peraturan

perhutani dari dulu sampai sekarang terlalu ketat tentang pemanfaatan
hasil hutan, padahal mayoritas masyarakat sekitar hutan bekerja

mencari kayu di hutan. Kalau Perhutani melarang mencari kayu,

masyarakat tidak akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi

%0 Andi "wawancara” pada tanggal 13 April 2012
*! Rio "wawancara” pada tanggal 13 April 2012
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kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat tidak berani protes atas
kebijakan yang dikeluarkan oleh Perhutani. masyarakat berharap
Perhutani mempunyai solusi yang lebih baik agar sama-sama
menguntungkan.

Namun Pak Dani menyatakan bahwa Perhutani sudah memberikan
kelonggaran. Karena jika peraturan Perhutani benar — benar
diterapkan, bisa — bisa orang yang masuk ke hutan dengan membawa
korek api saja sudah ditangkap. Tapi kita memberi keluangan, siapa
tahu korek tersebut bukan untuk membakar hutan tapi hanya untuk
menyalakan rokok. Perhutani juga tidak langsung menangkap pelaku
apabila ketahuan sedang membawa kayu. Mungkin mereka diberi
surat pernyataan terlebih dahulu. Baru kalau ia melakukan itu lagi
baru ditangkap.

Begitu pula yang diungkapkan oleh Pak Jenjam yang menyatakan
bahwa, peraturan — peraturan Pihak Perhutani yang dari waktu ke
waktu semakin ketat menimbulkan protes dari masyarakat yang
kegiatan seharizharinya memanfaatkan kekayaan hutan. Selain itu,
protes dari masyarakat juga akan timbul jika kebijakan yang
ditetapkan oleh Pihak Perhutani tidak dikomunikasikan terlebih dulu
dengan masyarakat. Namun protes tersebut hanya bersifat sementara
dan menghilang setelah masyarakat mengetahui dan merasakan

manfaat yang dihasilkan oleh Peraturan- peraturan yang diciptakan

52 Pak Dani "wawancara” pada tanggal 16 April 2012
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oleh Pihak Perhutani. Namun dalam kurun waktu beberapa tahun ini
semenjak tahun 2001 setelah diadakannya PHBM, belum ada protes
dari masyarakat.*

c. Bantuan dari Pe;hutani yang belum memadai dalam hal memberikan
fasilitas bagi para pesanggem yang mengerjakan lahan Perhutani dan
menjaga tanaman jati milik Perhutani

Hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu informan yang
bernama Ari (nama samaran), seorang pesanggem yang menyatakan
bahwa tidak tersedianya peralatan pertanian seperti cangkul, sabit dan
lain-lain bagi para pesanggem yang mempunyai tugas untuk
menggarap lahan pertanian dan menjaga tanaman jati milik Perhutani
menjadi faktor yang menyebabkan konflik antara masyarakat dengan
pihak Perhutani.>*

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ponimin (nama samaran),
pekerjaan pesanggem hanya menjaga tanaman jati milik Perhutani
untuk dirawat sampai besar dan hasil panennya diambil oleh Perhutani.
sebagai upahnya, Perhutani memberikan lahan di sekitar tanaman jati
untuk dimanfaatkan oleh kami. Lahan tersebut bisa ditanami ketela,
jagung, padi dan tanaman — tanaman yang lainnya. Asalkan tanaman
tersebur tidak sampai merusak tanaman jati milik Perhutani. Namun
terkadang masih ada protes dari masyarakat terhadap Perhutani yaitu

mengenai fasilitas dari Perhutani yang masih kurang mencukupi

% Pak Jenjam "wawancara” pada tanggal 09 April 2012
5 Ari "wawancara” pada tanggal 15 April 2012
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misalkan perlunya pengadaan pupuk, peralatan bercocok tanam dan

lain-lain.>’

o md . f B

Gambar 16. Salah satu rumah pesanggem yang
bernama Pak Kholik

d. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum tercukupi, membuat
masyarakat menggunakan jalan pintas untuk mencuri kayu dan
melangga peraturan Perhutani.

Hal ini diungkapkan oleh Rio, salah satu pencari kayu yang
menyatakn bahwa Perhutani melarang masyarakat untuk mengambil
kayu di hutan. Tapi ia terpaksa tetap mencari kayu di hutan meskipun
sudah dilarang. Memang perhutani sudah memberikan lahan di sekitar
tanaman jati untuk ditanami dan hasilnya dijual oleh masyarakat.
Namun, itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
karena hasil tegalan itu hanya bisa dipanen setahun sekali.>®

Namun hal tersebut ditentang oleh Pak Budianto(Polisi Hutan)

yang menyatakan bahwa memang pencurian kayu dilakukan oleh

%5 Ponimin”wawancara” pada tanggal 17 April 2012
% Rio "wawancara” pada tanggal 13 April 2012
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masyarakat kesulitan ekonomi. Tapi sebenarnya banyak sekali
kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain kayu
jati, seperti daun jati, mencari tanaman liar untuk dijadikan jamu,
mencari belalang untuk dijual, mencari rumput untuk pakan ternak dan
dijual. Sekarang tergantung masyarakatnya saja mau berusaha atau
tidak.”’

Hal yag sama juga disampaikan oleh Pak Sumartejo bahwa
memang pencurian kayu disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang
masih belum tercukupi. Karena hasil dari tegalan tidak seberapa jika
dibandingkan dengan hasil dari nyolong kayu. Maka dari itu, biasanya
kasus pencurian disebabkan dari kebiasaan pelaku pencurian yang

tidak mau melakukan pekerjaan yang lain selain mencuri kayu.*®

Gambar 17. Hasil Tebangan kayu yang
diambil informan “Rio”

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti seperti yang
terlihat pada gambar di atas, memang informan yang satu ini bisa
dibilang pernah melanggar peraturan Perhutani, yakni melakukan

penebangan secara ilegal. Dan ketika peneliti melakukan wawancara di

%7 Pak Budianto "wawancara” pada tanggal 19 April 2012
*® Pak Sumartejo "wawancara” pada tanggal 14 April 2012
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rumah informan, terdapat beberapa gelondong kayu jati ukuran sedang.
Maka dari itu dapat kesimpulan sementara dapat dijelaskan bahwa
menebang kayu secara ilegal sudah menjadi kebiasaan informan ini
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

e. Tingkat SDM (sumberdaya manusia) yang rendah, sehingga membuat
masyarakat tidak ada pekerjaan lain selain mengambil kayu milik
perhutani.

Hal tersebut dinyatakan oleh Pak Budianto(Polisi Hutan) yang
menyatakan bahwa minimnya SDM masyarakat membuat masyarakat
tidak bisa mencari pekerjaan selain mencari kayu. Padahal masih
banyak kekayaan hutan yang dapat dimanfaatkan selain kayu dari

pohon-pohon besar.*

soH U (O
e M.h-m v .‘
Y ! : Gambar 20. Daun jati

Gambar 19. yang dapat

3

Gambar 18. Tanaman liar

dan rerumputan yang menggembala dimanfaatkan selain
berada di sekitar pohon kambing di hutan kayunya

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Yudi (nama samaran) bahwa
sebenarnya tidak hanya jati saja yang dapat dimanfaatkan, tanaman-

tanaman yang lain juga tidak kalah, misalkan porang, cendana, secang

* Pak Budianto "wawancara” pada tanggal 19 April 2012
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dan lain-lain. Karena tanaman-tanaman tersebut juga mempunyai
harga jual yang tiﬁggi pula.®
f. Kurang terjalinnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak
Perhutani membuat aspirasi masyarakat tidak diketahui oleh
masyarakat. Hal ini diutamakan perlu adanya lembaga masyarakat
yang bekerja sama dengan Perhutani yang bisa mendengarkan keluh
kesah masyarakat untuk disampaikan kepada Perhutani
Seperti yang disampaikan oleh Pak Sumartejo bahwa sebelum
dibentuk LMDH banyak terjadi masalah antara masyarakat dengan
Perhutani dan banyak terjadi kasus pencurian kayu di hutan. Tapi
setelah LMDH dibentuk, tidak ada kesalah pahaman lagi antara
masyarakat dengan Perhutani, karena LMDH menampung aspirasi dan
keluh kesah masyarakat untuk disampaikan kepada pihak Perhutani.
LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) adalah lembaga yang
bekerja sama dengan Perhutani dalam mengelola hutan di mana
anggotanya terdiri dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan
tersebut. selain itu, kasus pencurian juga semakin menurun karena

masyarakat sudah mengetahui manfaat menjadi anggota LMDH.®'

% Yudi "wawancara” pada tanggal 22 April 2012
8! pak Sumartejo "wawancara” pada tanggal 14 April 2012
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Gambar 21. Tempat diadakannya rapat antara
Anggota LMDH dengan Perhutani

2. Bentuk Konflik Sosial yang Terjadi Antara Perhutani dengan
Masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
Menurut Buku Pegangan Perhutani dan pernyataan dari Humas
Perhutani, bentuk konflik antara Perhutani dengan masyarakat di Desa
Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk adalah konflik
gangguan keamanan, konflik tenurial dan konflik komunikasi sosial
yang akan dijelaskan sebagai berikut:®?
a. Konflik berupa gangguan keamanan
Seperti yang dinyatakan oleh Pak Jenjam bahwa menebang
hutan termasuk dalam tiga kasus yang tidak dapat diampuni selain
masalah narkotika dan perjudian, schingga untuk sanksi yang
dijatuhkan pun juga berat. Pertama, jika ketahuan menebang pohon
masih diingatkan oleh Perhutani. Apabila masih melakukannya lagi
diberikan surat pernyataan, Dan apabila masih melakukannya lagi
untuk yang ketiga kalinya maka Perhutani akan menyerahkan

kasus tersebut kepada pihak kejaksaan. Sanksi yang dijatuhkan

52 Pedoman Pengamanan Hutan Lestari (PHL), 2009, Jakarta: Perhutani
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bisa berupa Hukuman penjara dengan lama waktu diatas 6 tahun.®®
Hal yang dilakukan oleh Perhutani ini sesuai dengan Prinsip Dasar
Perhutani, yakni Pengelolaan Hutan Lestari, di mana dalam
memanfaatkan sumberdaya hutan masyarakat tidak boleh
mengabaikan kebutuhan generasi berikutnya. Andaikan tidak ada
sanksi yang tegas, maka masyarakat akan seenaknya menebang
pohon sesuka hati. Sehingga generasi mendatang tidak dapat
memanfaatkan sumberdaya hutan, karena sudah habis ditebangi.

Adanya konflik pencurian kayu juga dibuktikan oleh
pernyataan dari Rio(nama samaran), ia mengaku bahwa memang
Perhutani melarang masyarakat untuk mengambil kayu di hutan.
Tapi ia terpaksa tetap mencari kayu di hutan meskipun sudah
dilarang. Memang perhutani sudah memberikan lahan di sekitar
tanaman jati untuk ditanami dan hasilnya dijual oleh masyarakat.
Namun, itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
karena hasil tegalan itu hanya bisa dipanen setahun sekali.
Biasanya ia mengambil kayu yang besar-besar — besar dan dijual
ke tukang — tukang mebel. Pernah juga ia dikejar-kejar Polhut
sehari semalam, tapi bisa lolos dan aman setelah sampai
kampung.®*

Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Pak

Sumartejo

% Pak Jenjam "wawancara” pada tanggal 09 April 2012
# Rio "wawancara” pada tanggal 13 April 2012
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Sebelum dibentuk LMDH banyak terjadi masalah antara
masyarakat dengan Perhutani dan banyak terjadi kasus
pencurian kayu di hutan. Tapi setelah LMDH dibentuk, tidak
ada kesalah pahaman lagi antara masyarakat dengan Perhutani,
karena LMDH menampung aspirasi dan keluh kesah
masyarakat untuk disampaikan kepada pihak Perhutani. selain
itu, kasus pencurian juga semakin menurun karena masyarakat
sudah mengetahui manfaat menjadi anggota LMDH. Perhutani
memberikan lahan kepada para anggota LMDH untuk ditanami
berbagai macam tanaman dan hasilnyapun diambil oleh
masyarakat. Biasanya yang mempunyai masalah dengan
perhutani adalah masyarakat yang di luar LMDH. Entah itu
masalah “Nyolong kayu”, persengketaan lahan atau masalah
yang lainnya. Biasanya kasus pencurian disebabkan dari
kebiasaan pelaku pencurian yang tidak mau melakukan
pekerjaan yang lain selain mencuri kayu. Selain itu pencurian
juga bisa disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang masih
belum tercukupi. Lawong, hasil dari tegalan hanya berapa jika
dibandingkan dengan hasil dari nyolong kayu. Selain itu,
terkadang mandor atau penjaga hutan kurang aktif ketika
berjalan- jalan mengelilingi hutan. Biasanya mandor memakai
motor atau mobil, ya bisa — bisa pelaku pencurian sudah
keduluan lari ketika mendengar suara mobil dari pOllSl hutan.
Bahkan terkadang polisi hutan hanya berjaga — jaga di pos
tidak man berkeliling hutan. ¢

Pak Dani juga mengungkapkan hal yang sama mengenai
kebijakan yang dikeluarkan oleh Perhutani, “Sebenarnya
masyarakat itu tahu mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan
oleh Perhutani dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Tapi ketika
ditangkap atau kepergok mencuri, mereka berdalih tidak
mengetahui mengenai kebijakan tersebut”.®
Begitupun juga pemyataan dari polisi hutan dari Pak Budianto,

konflik yang sering terjadi antara masyarakat dengan Perhutani

adalah masalah pencurian kayu. Jika terjadi pencurian hutan, maka

6 Pak Sumartejo "wawancara” pada tanggal 14 April 2012
% Pak Dani “wawancara” pada tanggal 16 April 2012



hal pertama yang dilakukan oleh polisi hutan - adalah
menangkapnya beserta membawa barang bukti hasil curian.
Namun terkadang polisi hutan mengalami kesulitan ketika
menangkap pencuri kayu, karena mereka tidak jarang melakukan
perlawanan dengan menggunakan senjata tajam. Apalagi
menghadapi pencuri yang bolak — balik masuk penjara dan tidak
pernah kapok untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Untuk
menghadapi pencuri yang seperti itu adalah dengan mengawasi
terus tingkah laku pencuri tersebut dan melakukan pendekatan
sosial, memberikan pengarahan (komunikasi sosial) kepada
masyarakat yang melakukan pencurian tersebut. Hal tersebut
dilakukan oleh masyarakat karena kesulitan ekonomi. Polisi hutan
dibantu oleh warga magersaren yang mempunyai kewajiban untuk
merawat hutan jati milik Perhutani dari pencurian dan gangguan
keamanan yang lainnya. Biasanya kalau ada orang yang dicurigai
sebagai pencuri kayu, mereka langsung lapor kepada polisi hutan.®’

Adapula pernyataan yang mengejutkan bahwa pernah ada
kasus ada polisi hutan yang menebang dan mencuri kayu di hutan
yang dijaga olehnya. Hal ini dinyatakan oleh dua informan yang
namanya tidak mau disebutkan. Hal ini sangat bertentangan dengan
prinsip dasar Perhutani, yakni Good Corporategovernance ( GCG),

terbukti dengan adanya pernyataan bahwa Polisi Hutan ada yang

57 pak Budianto "wawancara” pada tanggal 19 April 2012
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pernah melakukan tindakan korupsi. Namun pernyataan tersebut
ditentang oleh salah satu Polisi hutan di Daerah Bagor.

Menurut Pak Budianto,“Masalah mengenai adanya isu bahwa
ada polisi hutan yang mengambil kayu di hutan yang dijaganya
sendiri itu hanyalah fitnah dari orang — orang yang tidak suka
dengan polisi hutan.”

b. Konflik tenurial
Adanya Konflik tenurial dibuktikan oleh data dokumentasi,
observasi dan wawancara. Data dokumentasi didapatkan dari
buku pedomarn/ arsip Perhutani, data observasi didapatkan dari
hasil pengamatan selama penelitian yang dapat peneliti
jelaskan bahwa rumah Pesanggem atau pekerja hutan di lahan

Perhutani, khususnya di Awar-awar bersifat tidak permanen

dan sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan para

pesanggem sewaktu-waktu akan digusur apabila habis masa
kerjanya, sedangkan bagi para pesanggem yang tidak mau
digusur dan tetap tinggal di daerah tersebut termasuk dalam
konflik tenurial bagi Perhutani. namun rumah salah satu
informan yang juga merupakan pesanggem juga yang disebut
Magersaren, keadaannya cukup layak dan berbeda jauh dengan

rumah pesanggem sebelumnya yang ada di Awar-awar.

8 Ibid
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Gambar 22. Keadaan Rumah Gambar 23. Keadaan Rumah
Pesanggem di Magersaren Pesanggem di Awar-Awar

Selain dari data dokumentasi dan data observasi, peneliti
juga mendapatkan data dari hasil wawancara dengan informan
yang bernama Ponimin yang mengatakan bahwa masih sering
terjadi persengketaan lahan antara Perhutani dengan masyarakat
Magersaren yang masih menghuni lahan Perhutani meskipun
sudah melewati batas waktu yang telah disepakati oleh
Perhutani dan warga magersaren. %

Hal yang sama juga dikatakan oleh Pak Dani bahwa
masalah yang biasanya terjadi antara masyarakat adalah masalah
tenurial, pencurian kayu dan komunikasi sosial. Masalah
tenurial adalah masalah kependudukan tanah (Magersaren)
kawasan Perhutani di mana masyarakat sudah mengetahui dan
menyetujui perjanjian dengan Perhutani untuk segera
meninggalkan tanah Perhutani jika ijin penempatan sudah habis.
Namun, masyarakat yang menempati lahan Magersaren tidak

mau digusur. Pemerintah yang tidak tahu bahwa lahan tersebut

dalam kasus sengketa malah memberikan bantuan kepada

 Ponimin”wawancara” pada tanggal 17 April 2012
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mereka berupa aliran listrik, sehingga membuat masyarakat

yang tinggal di lahan sengketa tersebut semakin kuat dan turun

menurun ke anak cucu dan pihak Perhutani pun semakin sulit

untuk menggusur mereka.”®

¢. Konflik akibat kurangnya komunikasi sosial

Misalnya, polisi salah menuduh orang dalam kasus pencurian
kayu, masyarakat protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh
Perhutani dan isu — isu mengenai polisi hutan yang mengambil
kayu dari hutan yang dijaga olehnya. Seperti yang diungkapkan
oleh salah satu informan yang bernama Ponimin yang menyatakan
bahwa pernah terjadi kesalahpahaman polisi hutan di desanya.
Suatu hari ada seorang pemuda yang pergi ke hutan untuk mencari
kayu bakar di hutan. Ketika ia melihat ada kayu sisa tebangan liar,
ia langsung mengambil kayu tersebut tanpa mengetahui apakah
kayu tersebut hasil sisa tebangan perhutani atau hasil sisa tebangan
liar. Pemuda tersebut langsung ditangkap oleh polisi hutan dan
dibawa ke kantor polisi. Untungnya, kepala desa bisa memberikan
keterangan kepada pihak polisi dan pemuda tersebut dapat
dibebaskan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan lain yaitu Kholik
yang mengatakan bahwa biasanya kalau ada sisa kayu hasil

tebangan liar di lokasi tebangan, tiba-tiba langsung mandor

7 Pak Dani "wawancara” pada tanggal 16 April 2012
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menuduh para pencari kayu dengan keras. Tanpa bertanya dulu
dengan baik-baik apakah itu ulah mereka atau ulah orang lain. '

Begitu juga yang dikatakan oleh Andi mengenai sikap mandor
ketika bertemu dengan pencari kayu di hutan.

Sikap mandor penjaga hutan ketika bertemu dengan kami
yang sedang mencari kayu di hutan mungkin hanya
mengingatkan saja kalau mengambil kayu yang kecil-kecil
saja yang sesuai dengan aturan Perhutani. Tapi setiap
mandorpun juga berbeda-beda sikapnya, ada yang
mengingatkannya dengan baik-baik, ada pula yang
mengingatkannya dengan keras dan semena-mena.’>

Pak Sumartejo juga berpendapat bahwa masalah antara
Perhutani dengan masyarakat juga bisa disebabkan oleh kesalah
pahaman Polhut apabila mengetahui ada masyarakat yang
membawa senjata tajam ketika masuk hutan. Atau melihat
banyaknya sisa tebangan liar yang ditinggalkan pelaku dan
menuduh orang yang baru datang ke hutan tersebut sebagai
pelakunya. Padahal orang tersebut tidak tahu apa-apa.’

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Andi yang menceritakan
bahwa dulu pernah ada konflik antara masyarakat dengan
Perhutani mengenai pengelolahan hutan, yaitu masyarakat dilarang
menggunakan pestisida dan traktor dalam mengerjakan tegalan

atau sawah mereka karena perhutani khawatir pestisida dan

pembajakan sawah dengan menggunakan traktor akan merusak

m Khohk”wawancara pada tanggal 09 April 2012
" Andi "wawancara” pada tanggal 13 April 2012
 pak Sumartejo "wawancara” pada tanggal 14 April 2012
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tanaman jati milik Perhutani. Padahal tersebut dapat menyulitkan
masyarakat, hal tersebut bisa merugikan masyarakat karena proses
pengerjaan menjadi lambat, membutuhkan tenaga yang banyak dan
hasil panen pun menurun. Padahal dalam pengerjaan penanaman
pohon jati, pihak Perhutani juga membutuhkan bantuan
masyarakat. Tapi masalah tersebut bisa diselesaikan dalam rapat
dengan Perhutani yang menghasilkan keputusan bahwa
diperbolehkan memakai traktor yang kecil dan boleh memakai
pestisida tapi dengan jarak 5 meter dari pohon jati yang ditanam
oleh Perhutani. Jadi masalah bisa timbul antara Perhutani dengan
masyarakat apabila muncul kebijakan baru yang diterapkan oleh
pihak Perhutani. dan juga tergantung pada mandor yang menjaga
hutan tersebut, apabila mandor yang menjaga hutan tersebut tidak
bisa bersikap dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat
maka akan terjadi konflik.”

3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik yang terjadi antara
Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor
Kabupaten Nganjuk
a. Bagi pihak Pehutani

Seperti yang dijelaskan oleh Pak Jenjam Akibat dari protes
tersebut masyarakat tidak percaya lagi dengan Perhutani dan tidak

mau bekerja sama dengan pihak Perhutani lagi. hal ini membuat

™ Andi "wawancara” pada tanggal 13 April 2012
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Pihak Perhutani kesulitan, karena Perhutani juga tidak dapat

bekerja tanpa bantuan masyarakat di sekitar hutan.”

Selain itu dampak yang dialami oleh Pehutani seperti yang
dijelaskan oleh Pak Budianto bahwa biasanya yang dilakukan oleh
masyarakat ketika berkonflik dengan Perhutani atau ada kebijakan
Perhutani yang tidak disetujui oleh masyarakat, misalkan pada
kasus di mana masyarakat penggarap lahan Perhutani tidak boleh
menggunakan traktor dan pupuk urea, masyarakat melakukan
perusakan terhadap tegakan - tegakan (tanaman jati) milik
Perhutani. hal tersebut membuat Perhutani mengalami kerugian
besar.’

b. Bagi masyarakat

Kerugiannya bagi masyarakat adalah masyarakat menjadi
kehilangan penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari
pengelolahan lahan Perhutani dan apabila tidak ada komunikasi
yang baik antara masyarakat dengan Perhutani.

C. Analisis Data
1. Temuan — Temuan

a. Penyebab adanya konflik antara Perhutani dengan masyarakat di

Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk

” Pak Jenjam "wawancara” pada tanggal 09 April 2012
7 Pak Budianto "wawancara” pada tanggal 19 April 2012
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Kurang adanya komunikasi sosial dengan masyarakat, sehingga
menyebabkan terjadinya kesalahpahaman Perhutani terhadap
masyarakat.

Fakta di lapangan mengenai kurang adanya komunikasi
sosial antara Perhutani dengan masyarakat terbukti dengan
sering terjadinya salah tangkap Polisi hutan kepada masyarakat,
perlakﬁan kasar dan kesalahpahaman Polisi Hutan terhadap
masyarakat yang berada di lokasi ketika terjadi pencurian.
Namun hal tersebut dibantah oleh Pihak Perhutani di tingkat
kecamatan. Beliau menganggap bahwa sebenarnya masyarakat
sudah benar-benar mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh
Perhutani mengenai larangan mengambil kayu di hutan. Tapi
mereka pura-pura tidak mengetahui hal tersebut dan tetap
melakukan tindakan tersebut.

Peraturan Perhutani yang semakin ketat dari waktu ke waktu.
Namun dengan adanya kebijakan baru seharusnya juga ada
komunikasi sosial antara Perhutani dengan masyarakat

Masyarakat di Desa Ngumpul menjadi gempar dan
khawatir ketika mendengar isu bahwa Perhutani akan
mengeluarkan kebijakan baru dalam pemanfaatan sumberdaya
hutan. Mereka menganggap bahwa Perhutani hanya mengambil
keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dari pemanfaatan

sumberdaya hutan, sedangkan masyarakat sekitar menderita.
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Namun, semua itu butuh proses, apabila masyarakat
mengetahui tentang dampak positif dari kebijakan yang
ditetapkan Perhutani, misalnya melalui pembinaan yang
dilakukan Perhutani terhadap masyarakat yang tergabung
dalam LMDH setiap tanggal 14, maka lambat laun masyarakat
mau menerima kebijakan tersebut.
Bantuan dani Perhutani yang belum memadai dalam hal
memberikan fasilitas bagi para pesanggem yang mengerjakan
lahan Perhutani dan menjaga tanaman jati milik Perhutani.

Pesanggem mempunyai tugas membersihkan dan menjaga
tegakan jati milik Perhutani dengan mendapat upah berupa
lahan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perhutani untuk
ditanami berbagai macam palawija dan tanaman-tanaman hutan
lainnya untuk dijual. Namun yang menjadi kendala bagi para
pesanggem adalah Perhutani tidak menyediakan fasilitas untuk
merawat hutan jati tersebut, seperti cangkul, sabit dan peralatan
lainnya.
Tingkat SDM (sumberdaya manusia) yang rendah, sehingga
membuat masyarakat tidak ada pekerjaan lain selain
mengambil kayu milik perhutani.

Di Desa Ngumpul terdapat sekitar empat sekolah dasar dan
sebuah taman kanak-kanak. Minimya fasilitas pendidikan di

Desa Ngumpul membuat distribusi pendidikan pada
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masyarakat di desa ini masih minim. Tingkat pendidikan di
suatu daerah juga menentukan SDM masyarakat yang ada di
Desa tersebut. Keterbatasan SDM membuat seseorang tidak
bisa kreatif dan lebih memilih cara cepat untuk mendapatkan
uang, yakni dengan mengambil kayu di hutan. Padahal masih
banyak sumberdaya hutan yang dapat kita manfaatkan selain
kayu dari pohon-pohon besar. Seperti yang dinyatakan oleh
Pak Budianto (salah satu polisi hutan).
Sebenamnya banyak sekali mbak,,, kekayaan alam yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain kayu jati,
seperti daun jati, mencari tanaman liar untuk dijadikan
jamu, mencari belalang untuk dijual, mencari rumput
untuk pakan ternak dan dijual. Sekaran7g tergantung
masyarakatnya saja mau berusaha atau tidak.”’

5) Kebutuhan ekonomi masyarakat yang belum tercukupi,
membuat masyarakat menggunakan jalan pintas untuk mencuri
kayu dan melanggar peraturan Perhutani.

Faktor penyebab ini berkaitan dengan faktor penyebab
sebelumnya yakni minimnya sumberdaya manusia yang
diakibatkan oleh kurang meratanya pendidikan di Desa
Ngumpul. Minimnya Sumberdaya manusia menyebabkan
mayoritas masyarakat Desa Ngumpul berprofesi sebagai petani,
yakni sekitar 1.701 orang. Hal ini ditandai dengan banyaknya

persawahan di kanan dan kiri jalan menuju perkampungan

Desa Ngumpul.

77 Pak Budianto "wawancara” pada tanggal 19 April 2012
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Perolehan penghasilan petani yang tidak tetap dan minim,

juga tidak bisa didapatkan setiap hari. Mereka harus menunggu
waktu sekitar tiga bulan untuk mendapatkan hasil. Sehingga,
mereka baru mendapatkan penghasilan setiap tiga bulan sekali.
Penghasilan yang mereka dapatkan kembali mereka gunakan
untuk membeli pupuk dan benih agar mereka dapat menanam
tanaman palawija kembali. Maka dari itu untuk mencukupi
kebutuhannya sehari-hari pada saat belum panen, mereka
melakukan pekerjaan sampingan seperti mencari kayu bakar,
tumbuh-tumbuhan liar dan pekerjaan sampingan lainnya.
Sedangkan bagi masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas,
mereka lebih memilih untuk mengambil kayu-kayu dalam
ukuran besar, di mana menurut Perhutani hal ini tidak
diperbolehkan.
Kurang terjalinnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak
Perhutani membuat aspirasi masyarakat tidak diketahui oleh
masyarakat. Hal ini diutamakan perlu adanya lembaga
masyarakat yang bekerja sama dengan Perhutani yang bisa
mendengarkan keluh kesah masyarakat untuk disampaikan
kepada Perhutani.

Sebenarnya Perhutani sudah membentuk organisasi sebagai
wadah aspirasi masyarakat yang bernama LMDH (Lembaga

Masyarakat Desa Hutan), terdiri dari masyarakat yang
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bekerjasama dengan Perhutani untuk mengelola hutan di
sekitar Desa Ngumpul ini. Namun berdasarkan informasi yang
didapatkan dari ketua LMDH, masih ada konflik yang terjadi
antara Perhutani dengan masyarakat. Misalkan, Perhutani
memperbolehkan masyarakat memakai lahan Perhutani untuk
dijadikan sebagai lahan persawahan dan mengambil hasil
panennya dengan syarat harus menjaga tanaman jati milik
Perhutani dari ancaman gangguan keamanan dan gangguan
lainnya. Ketika masyarakat mendapati ada orang yang mau
mencuri kayu dan masyarakat harus langsung melapor kepada
polisi hutan yang berjaga, namun polisi hutan malah tidak ada
di pos penjagaan. Menurut informan yang bemama Yudi
menyatakan, “Malah dulu itu mbak Pernah ada kasus Polisi
hutan mencuri kayu di hutan dijaga sendiri sama ia. Padahal
polisi hutan itu kan diberi tugas sama Perhutani untuk jaga
tanaman jati milik Perhutani,,,,,,,ech malah dicuri sendiri
kayunya.”"

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti
dapatkan, sebenarnya kerjasama antara Perhutani dengan
masyarakat yang tergabung dalam LMDH sudah terjalin lebih

baik, daripada dengan masyarakat yang tidak ikut tergabung

8 Yudi "wawancara” pada tanggal 22 April 2012
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dengan LMDH. Karena dengan bergabung dalam LMDH,
maka masyarakat akan mengetahui aturan-aturan yang
ditetapkan oleh Perhutani dan mendapatkan keuntungan dari
pemanfaatan sumberdaya hutan.
b. Bentuk Konflik Sosial yang Terjadi Antara Perhutani dengan
Masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
Sebenarnya bentuk konflik sosial ada dua yaitu konflik sosial
manifest dan laten. Bentuk manifest adalah konflik sosial yang terlihat
dan mencuat ke permukaan. Sedangkan bentuk laten adalah bentuk
konflik sosial yang tidak terlihat dan tidak mencuat. Bentuk konflik
sosial dalam penelitian ini adalah bentuk konflik sosial laten, karena
konflik sosial yang terjadi hanya berupa pertentangan keinginan antara
individw/ kelompok yang satu dengan individw kelompok yang lain
yang dikemukakan dari satu individwkelompok kepada individu atau
kelompok yang lainnya. Selama peneliti melakukan pengamatan,
peneliti tidak pernah menemukan adanya bentrok, tawuran massal dan
kerusuhan lain antara masyarakat dengan Perhutani.

Dulu pemah ada demonstrasi besar-besaran ketika awal
pemerintahan Megawati. Namun sekarang sudah tidak pernah terjadi
semenjak dibentuknya organisasi PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat).

Jika dilihat dari dari taktik kerasnya atau ekskalasi, konflik antara

Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul ini termasuk dalam
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konflik bentuk Agresor-Defender. Di mana pihak yang menjadi
Agresor(pényerang) adalah Perhutani, sedangkan piahk yang menjadi
Defender (kelompok bertahan) adalah masyarakat Desa Ngumpul.
Perhutani sebagai kelompok penyerang menggunakan taktik apapun
supaya tujuan masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan hutan secara
gratis dan tidak terkendali menjadi searah dengan tujuan Perhutani
yaitu menjadikan hutan sebagai lahan resapan air yang perlu dilindungi
dan sebagai pemasukan bagi Perhutani.

Sedangkan menurut Buku Pegangan Perhutani dan pernyataan dari
Humas Perhutani, bentuk konflik antara Perhutani dengan masyarakat
di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk adalah konflik
gangguan keamanan, konflik tenurial dan konflik komunikasi sosial
yang akan dijelaskan sebagai berikut:”®
1) Konflik berupa gangguan keamanan

Gangguan keamanan yang dimaksud di sini adalah konflik
yang berkaitan dengan pencurian kayu. Pencurian kayu adalah
tindakan menebang pohon, memanen dan memungut hasil hutan
yang ada di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat
yang berwenang yaitu pihak Perhutani.

Ada perbedaan pendapat yang berlawananan antara masyarakat
dengan Perhutani terutama pihak Polisi hutan mengenai isu

tersebut. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti, dua orang

™ Pedoman Pengamanan Hutan Lestari (PHL), 2009, Jakarta: Perhutani
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yang mengungkapkan hal tersebut tidak mempunyai hubungan,
tidak saling mengenal dan diambil dari lokasi yang berbeda. Jadi
bisa saja yang dikatakan oleh kedua informan ini benar. Namun,
pernyataan yang dikatakan oleh Pak Budianto juga tidak dapat
disalahkan. Mungkin polisi hutan yang melakukan tindak
pencurian itu adalah polisi hutan yang lain. Perhutani secara tegas
memberikan kebijakan mengenai pencurian kayu di hutan, namun
kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Ada polisi hutan yang
mengemban tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. Dan ada
pula polisi hutan yang curang dan melakukan tindak kejahatan
tersebut. Untuk hasil data yang satu ini, peneliti mengalami
keterbatasan untuk menjelaskan kebenaran isu tersebut secara
valid.
2) Konflik tenurial
Adalah tindakan mengerjakan dan menggunakan atau
menduduki kawasan secara tidak sah. Permasalahan tenurial
dapat dikategorikan sebagai berikut
a) Perambahan lahan untuk sekedar dimanfaatkan sebagai
lahan pertanian tetapi tetap mengakui eksistensi lahan hutan
dan status kawasan.
b) Klaim kepemilikan lahan di kawasan hutan secara sepihak.
c) Penggarapan/ kependudukan kawasan hutan dengan

maksud untuk memiliki atau okupasi lahan.
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Adanya Konflik tenurial dibuktikan oleh data dokumentasi,
observasi dan wawancara. Data dokumentasi didapatkan dari
buku pédoman/ arsip Perhutani, data observasi didapatkan dari
observasi atau hasil pengamatan selama penelitian yang dapat
peneliti jelaskan bahwa rumah Pesanggem atau pekerja hutan
di lahan' Perhutani bersipat tidak permanen dan sangat
memprihatinkan. Hal ini disebabkan para pesanggem sewaktu-
waktu akan digusur apabila habis masa kerjanya, sedangkan
bagi para pesanggem yang tidak mau digusur dan tetap tinggal
di daerah tersebut termasuk dalam konflik tenurial bagi
Perhutani.

Dari observasi yang dilakukan peneliti selama proses
penelitian, ada perbedaan kecadaaan tempat tinggal antara yang
satu dengan yang lain di Magersaren tersebut. Mungkin jika
dilihat dari kondisi tempat tinggalnya, pesanggem yang tinggal
di tempat tinggal yang tidak layak merupakan pesanggem ilegal
karena menempati lahan Perhutani secara tidak resmi.
Sedangkan pesanggem yang tinggal di tempat tinggal yang
layak merupakan pesanggem yang legal, karena mendapat
bantuan dari pemerintah dan perhutani dalam membangun
rumah.

3) Konflik akibat kurangnya komunikasi sosial
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Adalah konflik yang terjadi akibat kurang adanya
komunikasi  Perhutani terhadap masyarakat. Hal ini
menyebabkan terjadi kesalahpahaman baik dari Perhutani
terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Misalnya, polisi salah
menuduh orang dalam kasus pencurian kayu, masyarakat protes
terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Perhutani dan isu —
isu mengenai polisi hutan yang mengambil kayu dari hutan
yang dijaga olehnya.

Namun dengan dibentuknya LMDH (Lembaga masyarakat
Desa Hutan), permasalahan komunikasi sosial ini dapat
diminimalisir. Sehingga kesalahpahaman antara masyarakat
dengan Perhutani tidak sering terjadi.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik yang terjadi antara
Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor
Kabupaten Nganjuk

Konflik yang terjadi bisa berdampak pada perubahan struktur
sosial tergantung pada tipe struktur itu sendiri. Dalam struktur yang
longgar dan terbuka, konflik sosial menimbulkan stabilitas struktural.
Sedangkan dalam struktural yang ketat dan kelompok-kelompok yang
amat tertutup, konflik sosial menimbulkan dampak yang beragam.
Makin tertutup sebuah kelompok, maka semakin besar dampak negatif
yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan rasa benci yang sangat besar

antara kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain. bahkan
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terjadi peperangan di antara keduanya. Dampak dari adanya konflik

mengenai pexrianfaatan sumberdaya hutan antara masyarakat Desa

Ngumpul dengan Perhutani baik yang dialami oleh pihak Perhutani

maupun masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Bagi pihak Pehutani

2)

Akibat adanya konflik antara Perhutani dengan masyarakat,
masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan Perhutani. hal ini
membuat Perhutani mengalami kerugian. Karena masyarakat sudah
tidak mau bekerjasama lagi dengan pihak Perhutani. Selain itu,jika
terjadi konflik antara masyarakat dengan Perhutani, akan membuat
masyarakat menjadi emosi dan merusak hutan jati milik Perhutani.
Bagi masyarakat

Kerugiannya bagi masyarakat adalah masyarakat menjadi
kehilangan penghasilan yang bisa mereka dapatkan dari
pengelolahan lahan Perhutani dan apabila tidak ada komunikasi
yang baik antara masyarakat dengan Perhutani. Masyarakat Desa
Ngumpul sangat menggantungkan kehidupannya pada keberadaan
hutan karena lokasi desa Ngumpul yang berdekatan dengan hutan
Jjati milik Perhutani, maka dari itu apabila kebijakan yang
ditetapkan oleh Perhutani tidak dikomunikasikan kepada
masyarakat terlebih dahulu masyarakat juga akan mengalami
kesulitan dalam memanfaatkan hutan/ pengerjaan lahan milik

Perhutani.
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2. Konfirmasi Dengan teori
Temuan dan analisis data penelitian ini jika dikonfirmasikan
dengan teori sosial yaitu teori konflik sosial Ralf Dahrendorf dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Dalam asosiasi yang terkordinasi secara imperatif keberadaan dua
kelompok yang disatukan oleh kepentingan laten secara umum
mereka disendirikan. Selanjutnya orientasi kepentingan mereka dapat
ditentukan oleh apakah mereka memiliki otoritas atau tidak. Dari
kelompok — kelompok semu inilah, maka kelompok-kelompok
kepentingan dapat dimasukkan, yakni akan terjadi artikulasi program
yang akan dipertahankan atau akan menyerang terhadap legitimasi
struktur otoritas yang ada. Dalam suatu asosiasi yang ada, dua
kelompok semacam itu selalu berada dalam keadaan konflik.%°
Dari pandangan Dahrendorf di atas dapat dijelaskan bahwa dalam
setiap situasi sosial selalu terdapat kelompok-kelompok yang memegang
kekuasaan dan memegang kepentingan-kepentingannya dan kelompok-
kelompok yang tidak memiliki kekuasaan, namun mereka tetap berjuang.
Jadi, kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan dan mempunyai
kepentingan dengan kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan sama-
sama berjuang untuk mencapai tujuannya yang saling bertentangan.®'
Konflik yang terjadi antara Perhutani dengan masyarakat ini adalah
konflik mengenai pengelolahan sumberdaya hutan. Dalam karya
Dahrendorf dan teoritisi konflik lainnya menyatakan bahwa setiap
masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan dalam sistem sosial

dan melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap

disentegrasi dan perubahan. Teoritisi konflik melihat, apapun keteraturan

¥ Irving M Zeitlin, Memahami kembali sosiologi, kritik terhadap Teori sosiologi
Kontemfvorer. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .hal 178-179

81 Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992)
hal 34-35
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yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap
anggotanya oleh mereka yang berada di atas. Teori konflik menekankan
pada peran kekuasaaan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat,
masyarakat disatuka'n oleh kebebasan yang dipaksakan.®? Begitupun juga
yang terjadi pada masyarakat Desa Ngumpul, di mana sebenarmnya
masyarakat sebenarmnya berhak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia
sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa
“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oeh
negara dan digunakan sebesar — besarnya untuk kemakmuran rakyat.”®.
Tapi karena negara bekerja sama dengan badan BMUN vyaitu Perhutani, di
mana Perhutani selain mengusahakan kemakmuran rakyat ia juga mencari
keuntungan/profit yaitu dengan mengembangbiakkan tanaman jati untuk
dijual kepada perusahaan lokal perusahaan asing, maupun diekspor ke
mancanegara. Sehingga hak masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan
kayu jati diminimalisir menjadi masyarakat hanya diperbolehkan untuk
memanfaatkan kekayaan hutan selain kayu-kayu besar.

Selain itu masyarakat sekitar juga telah mengadakan perjanjian
dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan. Sehingga masyarakat harus
tunduk dengan kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada Perhutani.
Tujuan Perhutanipun untuk menjadikan hutan sebagai daerah resapan air

dan memperoleh keuntungan dari penjualan kayu jati tercapai dan semua

82

hal. 153.
83

George Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),

Bambang Pamulardi, Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 1996) ,hal. 119.
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tujuan itu untuk mencapai ketertiban masyarakat. Dengan adanya aturan
dari Perhutani, masyarakat tidak bisa seenaknya menebang habis pohon-
pohon yang ada di hutan, karena hal tersebut dapat menyebabkan banjir.

Bagi masyarakat sekitar Desa Ngumpul yang berpihak pada
Perhutani dan tunduk akan peraturan Perhutani, maka mereka tidak
mengalami konflik sosial. Namun bagi masyarakat yang tidak sepihak
dengan Perhutani dan merasa dirugikan, maka akan terjadi konflik sosial
karena mempunyai kepentingan yang berbeda dengan Perhutani. Tetapi
mereka tetap harus patuh kepada aturan-aturan Perhutani, karena Perhutani
mempunyai kekuasaan yang tinggi

Dengan  demikian, posisi tertentu  dalam masyarakat
mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta
kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf pada tesis sentralnya bahwa
perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan
konflik sosial sistematis.

Salah satu tesis Dahrendorf adalah mengenai otoritas, menurutnya
berbagai posisi dalam  masyarakat memiliki tingkat otoritas yang
berlainan. Otoritas tidak terdapat pada diri individu, namun pada posisi.
Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi ini, namun juga
konflik pada mereka. Otoritas yang melekat pada posisi adalah elemen
kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas selalu berarti subordinasi dan
superordinasi, mereka yang menduduki posisi otoritas tersebut diharapkan

akan mengendalikan bawahan. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang
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umum, mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan
dari kontrol akan ditentukan dalam masyarakat. Terakhir, karena otoritas
adalah absah, maka éanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang. **

Jadi, mereka mendominasi karena harapan dari individu lain yang
mengelilinginya, bukan karena karakteristik psikologisnya. Seseorang
yang memegang otoritas pada satu setting tidak berarti menduduki posisi
sebagai pemegang otoritas pada setting lain. Ini berasal dari argumen
Dahrendorf bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit yang ia sebut
dengan asosiasi yang ditata berdasarkan perintah.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketertiban masyarakat di
Desa Ngumpul Kecamatan Bagor diakibatkan oleh pemaksaan dari pihak
Perhutani melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Sehingga masyarakat
tidak ada yang berani menentang ketika dilarang untuk mengambil kayu di
hutan, karena mereka takut mendapat sanksi yang berat dari pihak
Perhutani yang mempunyai otoritas untuk mengatur pendistribusian
kekayaan hutan. Individu-individu yang tergabung dalam lembaga
Perhutani mempunyai posisi superordinasi karena diberi mandat oleh
pemerintah pusat yang posisinya lebih tinggi dari pada Perhutani untuk
mengendalikan masyarakat (subordinat) dalam pemanfaatan sumberdaya
hutan. Jadi tatanan-tatanan yang ada di masyarakat dan sumberdaya hutan
tumbuh dari tekanan-tekanan Perhutani yang direalisasikan dalam bentuk

aturan-aturan yang berlaku atas perintah pemerintah pusat.

8 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2003),hal. 153.
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Kebijakan yang dikeluarkan pihak perhutani terhadap masyarakat
sekitar dalam pemanfaatan sumber daya hutan menimbulkan konflik akan
sumberdaya hutan sebagai cara produksi bagi pasar dan sebagi sarana
untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat Desa
Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Nilai politis dan
ekonomis dari hak milik sumberdaya hutan juga meningkatkan ketegangan
dan perseteruan antara pihak Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul
Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Konflik antara masyarakat Desa Ngumpul dengan agen-agen
negara seperti Perhutani dan perusahaan swasta yang mendapatkan hak
dari pemerintah untuk mengeksploitasi kekayaan hutan akan tetap
berlangsung selama terdapat otoritas yang dipegang oleh Perhutani masih
berlaku dan masih terdapatnya perbedaan kepentingan antara Perhutani
dengan masyarakat.

Meskipun konflik yang terjadi bisa bersifat laten, tapi apabila
konflik tidak segera diselesaikan atau diminimalisir maka konflik tersebut
menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Perhutani dengan masyarakat

Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.



